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RANCANGAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Kuliah : Landreform di Indonesia.

sks : 1 sks.
Program Studi : D IVIperpetaan/Menajemen Pertanahan.
Fakultas : STPN Yogyakarta.

Capaian Pembelajaran MATA KULIAH

HARD SKILLS : Mampu menjelaskan secara tepat model-model landreform dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan
kesejahteraan rakyat.

SOFT SKILLS : Daya juang, kritis, kreatif, motivasi,visioner.
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Diskusi/tanya-jawab. Aktif mengikuti Partisipasi dan
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argumen.
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filosofi, asas, tujuan,
dan definisi land
reform; serta dasar
hukum pelaksanaan
landreform

Jenis-jenis Menjelaskan/ ceramah. | Mendengarkan/membua | Kelengkapan

Land Reform Memaparkan contoh- t resume/catatan./ catatan./Ketepatanp

dan contoh kasus/kebijakan | Menjawab stimulus jawaban

Pelaksanaanny pertanahan. pertanyaan. dan penjelasan atds 10%

a di Berbagai pertanyaan.

Negara

(tinjauan Diskusi/tanya-jawab. Aktif mengikuti Partisipasi dan

komparatif dan diskusi/tanya-jawab. ketepatan/kebenaran

teoretis) argumen.

Bangkitnya Menjelaskan/ ceramah. | Mendengarkan/membua | Kelengkapan

kembali Isu Memaparkan contoh- t resume/catatan./ catatan./Ketepatanp
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FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah : Land Reform di Indonesia. sks : 2 sks.
Program Studi : Diploma IV. Pertemuan ke: 1-5.
Fakultas : STPN. Yogyakarta.

A.TUJUAN TUGAS:

- Menjelaskan mengenai falsafah, asas, pengertian, tujuan kebijakan Landreform di Indonesia.
- Menjelaskan mengenai pelaksanaan Landreform di Indonesia.
B. URAIAN
a. Obyek Garapan
Telaah melalui pendekatan ketentuan perundang-undangan mengenai kebijakan L R di Indonesia.

b. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan):
- Menjawab mengenai urgensi kebijakan LR dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Dibahas mengenai urgensi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ,ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah yang
dapat meyakinkan tentang pentingnya kebijakan LR dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Mempresentasikan didepan klas.

c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:

Rangkuman bahasan pelaksanaan kebijakan LR/tulisan ilmiah maksimum 8 halaman.

C.KRITERIA PENILAIAN
- Ketepatan penjelasan.
- Daya tarik komunikasi.

POLA PENILAIAN KOMPETENSI



KRITERIA 1: Ketepatan penjelasan.

DIMENSI

Falsafah,azas dan
landasan  hukum
kebijakan Land

Organisasi

Tujuan dan Sasaran

Kebijakggy,, Land
Reform di
Indonesia.

Notes: power point
2. Lembar Kerja
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- Kebenaran - Kebenaran - Kebenaran
penjelasan penjelasan penjelasan KRITERIA 2
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. - . i} . penyajian.
atas b Kurang'i\ﬁg;nuasﬂan Di bawaﬁ stanaa'rd SKOR
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cukup, urang. argumen
menyampaikan dasarnya
. ; sangat kurang.
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LebiRYRIAREN SelalPRIURIBERA TidAEBIHSAYi
membaukuptatan catatarkiteapgntung sangat kurang,
- Pemakaian pad®eatakaiign - Pemakaian
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perundangan perundangan perundangan
terkait kurang terkait kurang terkait kurang LAMPIRAN
lengkap, lengkap, lengkap,tdk LAMPIRAN:
- Kebenaran - Kebenaran relevan,
argumen argumen - Kebenaran 1. Lectu
cukup. kurang. argumen re

sangat kurang.

3. Selected Reading Material (daftaralamat web; buku; print out artikel; fotocopy)



FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah : Land Reform di Indonesia. sks : 2 sks.
Program Studi : Diploma IV. Pertemuan ke: 6 - 16
Fakultas : STPN. Yogyakarta.

A.TUJUAN TUGAS:

- Menjelaskan mengenai falsafah, asas, pengertian, tujuan kebijakan Landreform di Indonesia.
- Menjelaskan mengenai pelaksanaan Landreform di Indonesia.
B. URAIAN
a. Obyek Garapan

Telaah melalui pendekatan ketentuan perundang-undangan mengenai kebijakan L R di Indonesia.

b. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan):
- Menjawab mengenai urgensi kebijakan LR dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Dibahas mengenai urgensi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ,ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah yang

dapat meyakinkan tentang pentingnya kebijakan LR dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Mempresentasikan didepan klas.



c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:

Rangkuman bahasan pelaksanaan kebijakan LR/tulisan ilmiah maksimum 8 halaman.

C.KRITERIA PENILAIAN
- Ketepatan penjelasan.
- Daya tarik komunikasi.

DIMENSI

Pelaksanaan Land
Reform di
Indonesia.

perkemblasﬁgan
pelaksanaan LR di
Indonesia.

Organisasi

Batas Kurang Memuaskan Di bawah standard SKOR
- Kebenaran - Kebenaran - Kebenaran POLA
penjelasan penjelasan penjelasan PENILAIAN
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argumen argumen - Kebenaran KRITERIA 2:
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sangat kurang penyajian.
RiSnaran Kurang Ipmpiaskan |  Di bawap stapgard SKOR
Pembaca maSIIh harus Informa5| Informas
e ek -
menambah lagi dlsampal an tidak disam alk
informasi dari menambah-Wawasan menyséasra‘ﬁﬁgn%'iarﬁg
beberdMAARG bagi priiBAkaIa - Pemakaian
peraturan peraturan peraturan
Tidak digekungagan Inforpeasindangan Tidak rpeayndaegaasi
Nedrkit kurang | disampaileRdid Hupsiag terkait kurang
lengkap, lengkap, lengkap,tdk
- Kebenaran - Kebenaran relevan,
argumen argumen - Kebenaran
cukup. kurang. argumen

sangat kurang.




dapat mengkompilasi
isi dengan baik.

data/fakta
pendukung.

menyampaikan
informasi yang benar

dasarnya

Gaya.

Sangat menguasai
materi, menggugah
semangat
pendengar.

Hanya sesekali
memandang catatan,
membuat pendengar

Faham.

Lebih banyak
membaca catatan

Selalu membaca
catatan (tergantung
pada catatan)

Tidak berbunyi

LAMPIRAN — LAMPIRAN:

1. Lecture Notes: power point
2. Lembar Kerja
3. Selected Reading Material (daftaralamat web; buku; print out artikel; fotocopy)




